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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/lenis Laporan - Tahun: 25 Februari 2025/Khusus - Awal Menjabat)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KOMIS!I PEMILIHAN LNMUM (KPLU)
UNIT KERJA : KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINS! KALIMANTAN UTARA

L DATA PRIBADI

1. Nama RICD ARDIANSY AH
2 Jabatan HETUA
3. NHHK 299683

Il. DATA HARTA
A, TANAH DAN BANGUMNAMN Rp —_
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 23.800.000
1 MOTOR, HONDA BEAT 110 Tahwen 2015 HASIL SENDIRI Rp
4,000 000
s MOTOR, HONDA PCX 160 Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp
19.800.000

HARTA BERGERAK LAINNYA Rp

D. SURAT BERHARGA Rp e

E. KAS DAN SETARA KAS Rp 4,000,000

F. HARTA LAINNYA Rp. -
Sub Total Rp 21.800.000

Hl. HUTANG Rp.
IV, TOTAL HARTA KEKAYAAN (I-1l1) Rp #7,800.000

L-alaIan

1. Rincon harta  kekayaan dalam lembar ine merupakan  dokumen yang dicelak Secars otomabis  dan
eltkpn Kpk go il Seluruh data dan informas: yang lercanium dalam dokumen ini sesuai dengan LHEPN yang

dan dikrimkan sendid oleh F'.-u-,-r-h-nrjl_r.ﬂn Nr'c].-ll.-l melali -.'.'.J.||~ 1 bk gl i se=rta bdak |I.—.||.-1I l‘.i|dlillnll
daser oleh Penyelenggarm Negara yang bersangulan 8lau sigpapun juge wniuk menyalaken babwa haata
kekayaan yang bersangkutan tdak terkalt lindak pidsna. Apsbila dkemudian han lerdapat haa kekaygan milik
Penyelenggar Negard dandatou Keluarganya yang lidek dilaporkan dalam LHKPN, maeka Penyelenggas
Negara wajib untik beranggung jawab sesual dengan peraturan perundang-undangan yany berlfaki

2 Pengumurmian -l telah ditempatkan dalam modia pengumuman resml KPK dalam rangka membaslitas
pemanuhan kewajiban Penyelonggara Negara uniuk mengumuomkan harta kokayaan sesus dengan . Undsing
Undang Nomaor 28 Tahiun 1889 lentang Penyelenggars Megara yang Borsin dan Bebas danl Korups!, Kolus! dan
Nepotsme

3. Pengumuman ini tidek memerulkan tanda \angnn karena dicetak secam ofomatis
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Komisi Pemberantasan Korups]

PENGUMUMAN

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 25 Februari 2025/Khusus - Awal Menjabat)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU)
UNIT KERJA : KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA
l. DATA PRIBADI
1. MNama ¢ RICO ARDIANSY AH
2. Jabhawan : KETUA
3. NHK . 999683

ll. DATA HARTA
A, TANAH DAN BANGUNAN Rp. —==n
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 23.800.000
1. MOTOR, HONDA BEAT 110 Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp,
4.000.000
2. MOTOR, HOMDA PCX 160 Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp.

19.800.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. e

D. SURAT BERHARGA Rp. ik

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 4.000.000

F. HARTA LAINNYA Rp. f—

Sub Total Rp. 27.800.000

lll. HUTANG Rp. "
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (1-111) Rp. 27.800.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Megara melalui elhkprn.kpk. go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat hana kekayaan milik
Penyelenggara Megara danfatau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Megara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Megara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Megara yang Bersih dan Bebas dan Korupsi, Kolusi dan
Mepolisme,

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan Karena dicetak secara otomalis.



KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
Km REPUBLIK INDONESIA
IO PamDarLe sam Roreal JI. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi
Jakarta 12950

TANDA TERIMA

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Atas Nama - RICO ARDIANSYAH
MK < B405071170170970001
Lembaga : KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU)

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN

Unit Kerja
UTARA

Sub Unit Kerja : KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NUNUKAN

Jabatan : KETUA
Jenis Laporan  : Khusus - Awal Menjabat
Tanggal Kirim  : 25 Februari 2025

Catatan:

Tanda Terima fni aiborikan sebagal buki bahwa Penyelenggara Megara telah memenuti kewafiban
penyampaian LHKPN.

Direktorat PP LHKPN | Call Center: 198 | email: elhkpn@kpk.go.id | https:/elhkpn.kpk.go.id

Email ini dikirim secara otomatis oleh sistemn e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.
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Komisi Pemberantasan Korspsi

PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 24 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU)
UNIT KERJA : KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA
I. DATA PRIBADI
1. Nama © ABD. RAHMAN
2. Jabatan . ANGGOTA
3. NHK : 728956
Il. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 555.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 400 m2/104 m2 di KAB / KOTA
NUNUKAN, HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000

2.  Tanah Seluas 330 m2 di KAB / KOTA NUNUKAN, HASIL SENDIRI
Rp. 30.000.000

3. Tanah Seluas 1685 m2 di KAB / KOTA NUNUKAN, HASIL SENDIRI

Rp. 45.000.000
4. Tanah Seluas 325 m2 di KAB / KOTA NUNUKAN, HASIL SENDIRI
Rp. 30.000.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 100.000.000
1. MOBIL, DAIHATSU MINIBUS Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp.
100.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 40.000.000
D. SURAT BERHARGA Rp. -
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 19.860.720
F. HARTA LAINNYA Rp. —-—
Sub Total Rp 714.860.720
lll. HUTANG Rp. —
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (li-ll1) Rp 714.860.720

Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
@ihkpn. kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang lercantum dalam dokumen ini sesual dengan LHKPN yang
diisi dan dikinmkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn kpkgo.d. serta tidak dapat dijadikan
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dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkalt tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara waljib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman: ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3, Pengumuman ini tidak memeriukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis,



